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BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 37 TAHUN 2013
TENTANG

PENETAPAN BATAS NILAI MINIMAL POKOK PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI GORONTALO,

a. bahwa batas nilai minimal pokok pajak terutang Pajak

Mengingat

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
penetapannya harus disesuaikan dengan perkembangan
nilai ekonomi masyarakat,;

bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Penetapan Batas Nilai Minimal Pokok Pajak Terutang

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

Undang-Undang Nomgr: 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262),
sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan
Undang-Undang Nemor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaa'ﬁ dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahunl979 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 147);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);



Menetapkan

2 4
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17.Peraturan Pemerintah .Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak | Daerah;zyyang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 1353, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK. 07/2010
tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional
yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

19.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006
Nomor 4 Seri E);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS NILAI

MINIMAL POKOK PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerifitah daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-



10.

11.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah daerah atau Pemerintah Kabupaten Gorontalo
adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepala daerah adalah Bupati Gorontalo.

Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Gorontalo.

Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang
selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau
memperoleh manfaat atas Bngunan.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata - rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar,dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis,atau nilai perolehan

baru,atau NJOP pengganti: -



12.Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada
dibawahnya.

13.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan /atau perairan.

14.Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi dan nilai
Jjual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan
NJOP Bumi atau NJOP Bangunan.

15. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya
disingkat dengan DBKB adalah daftar yang dibuat untuk
memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan
pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama
dan/atau biaya komponen materia} bangunan dan/atau
biaya komponen fasilitas bangunan.

16. Batas nilai minimal pokok pajak terutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah penetapan nilai
piutang paling rendah pajak bumi dan bangunan perdesaan

dan perkotaan yang terutang setelah dikalikan dengan tarif.

Pasal 2
(1) Batas nilai minimal pokok pajak terutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 19 adalah berupa persentase tetap yang
dikenakan atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan.
(2) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak.

Pasal 3.
Besaran batas nilai minimal pokok pajak terutang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara
mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak
Tidak Kena Pajak .



Y
BAB 11

BATAS NILAI MINIMAL POKOK PAJAK

Pasal 4
Penetapan batas nilai minimal pokok pajak terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (10) ditetapkan

sebesar Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah)

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 31 Oktober 2013

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 31 Oktober 2013

SEKRETARIS ERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 37
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